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Menimbang . .

bahwa 26 buah Ranperda Kabuppien Asahan iclah disctyjui DPRD

Asahan tanggal 10 Mei 2006 menjndi Peratursn Daersh vakm Keputusan Nomer 0% /
SK /DPRD / 2000 dan ielah ditetapkon menjodi Perawran Dacrah Kabupaten Asahan
oldh Tupay Asahan angeal 10 Mo 2000

bahwa untuk memberlakukun Pomturon Daorak ersebut harus gnmdangdon dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Asshan.

Mettzingal

Undsng. Undang Nemor 7 [t Tamn 1956 tentang Pembentukan Dagrzh Clonom
Kabupaten-Kabupaten dglnn  Limgkungan  Propinsi  Sumhaters  Uliea (lz:mhlran
Megara Tahun 1935 Nomor 53);

2 Undang -Undang Nomor 4 Tahun 282 tentdng Pokok-pokok Pengeloloan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negars Tabun 1982 Nomor B2 X

Undang.-Undang Nomor 5 Tshunt 1990 teniang Konstrvasi Sumber Daya Alain
Hayati dan cksistensinya {Lembaran Negwa Tabun 1990 Nomor 49

Undang-Undang Momor 6 jahun 1994 lenlang Pengesalan Konservas Persarikatan
Bangsa-Bangsa mengenpi Keanekaragamen Hayati (Lembaran Negors Tabum 1994

Nomaor 417,

Undang-Undang Momor {8 Tahun 1997 iemang Pejak Dacrah dan Rewibus Dacrsh
{Lembactan Negara Tatmn 1997 Nomor 42);



6 UndangUndang MNomoe 2 Talun 1999 temang Pemeriniahan Dacrah {Lembaran
Negara Tahun 1992 Nowmor 600,

7 Peraturan Pemcrinigh Nomor 29 Tabm 1986 tentang Analisa Mengerzi Dampak
Lingkungan (Lcmbaran Negara Tahun 1985 Nomor 42 );

R Peralwsn Pemenninh Nomor 13 Talwn 1994 temang Perburuan Satwa  Baru
{Lembaren Negaen Tahun 1994 Nomor G8),

9  Peraluzan Pemctintah Nomor 2 Tahun 1997 tenteng Rewnbusi Dacrsh {Lembaran
Negara Tahun 1297 Nomor 55)

0. Kepulusan Presiden Republik Indonesin Nomor 44 Tabun 1998 icrtang Tehnik
Peayusunan Peraluran Perudang-undangan dan Beniuk Rencangan Undang-lUndang,
Rancawgan Peraluran Pemerinih dan Rancangan Keputusan Presiden |

11. Peraturan Metent Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 teniang Bentuk Pemturan
Dageah,

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 7 Tabun 1992 teniang Taa Cara Pendirian
lzin Manditskan Bangunan:

13, Kepatusan  Menleei Dalsn Negeri Nomor 174 Tahur 1997 iontang Taa Can
Pemungutan Retribusi Dacrah,

14, Kepusan Memcei Dalam  Negen Nomor 71 Tahun 1999 entang  Pedaman
Pengelolaan dan Pengusaiman Sarang Burung Wilel

\5. Peraluran Dacrah Kabupaten Asaben Nomor 7 Tahwan 1983 lenlang Kelenluan
Penyidikan atas Pclanggaran Pergturan Dacrah:’

Dengan Persclujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAERAH KABUPATEN ASAHAN
MEMUTUSKAN
Menclapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  TENTANG [ZIN DAN
RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN FENGUSAHAAN SARANG BIJRUNG WALET .

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal }

Dalam Perawran Dacrah ini yang dimnaksud dongan

L

5

Daerah adalah Kabu paten Asnhan.

Pemenintah Daerah adalah Pometintah Kabupaten Asahan,

2
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2.

Kepata Daerah Kebupaten adalah Bupati Asghon

Dmas  Pendapntan  Dacrsh  adalah Dwag  Pendhpatan  Kabupaten
Asn han,

Perizinen tertenty adalah kegisan terentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian 2 kepuda orang pribady atau badan  yang
dimpksudkan  untuk  pembmadn, pengaturan, pengendaban  dan

pengawasan alas kepiatan pemanfasldn rusng, penggunsan  sumher
‘daya alam, barang, prasaranan, sarana mlau fasiias terteniu guna

melindungi kepentingan umuim dan menjags kelesiarian lingkungan

[zin -adalsh 12in yang diberikan alch Kepata Daersh untuk semp
bangunan / lokasi yang akan, scdang atau (clxh, hak senpgajs maupun
lidak sengajp diperuntukkan scbagai  Pengelotaan dan eongusahaan
Sarang Burung ‘Walet

lzin mi dinamakan [zin Pengeloluan den Pengusahaan Sarang Burung
Whalet yang disebul juga dengan nama “izin Pengelolzan dan

Pergusahaan®,

| {satnz) bush Rzin Pengelolasn den Pengusahsan adalah lzin yang
dnerbitkar; ntas  sebush bangunin yang akan. sedang dan telab
didinkan dengan luas laniai dasar mak sima) 240 M2 dengan kelentuan
lebar =< (3amn cengon atan lebih kecil) 4M dan ketinggian maksimal
schagnimane  diatur dalam Peraturan Deersh Kab. Asahan teniang

Rencana Umum Taa Ruang

Retribusi lzin wdalab jass pelnyanar pemberan izin dan pendaftaran
ulang izin yeng diberikan Pemenntah Doersh kepads orang atau Badan
Hukum yang kegiatan usshanya dilokasi iertemu.

Retribusi Perizinan terteniu adelsh Retbusi ams kegistan lenenm
Pemerintshen Daersh dafam pemmbenan izn dan aau  pendaftaran
ulang izin olch orang atau Badan Hukum yang dimaksud  untuk
pembinaan pengaturan, pengendsi an dan pengawesan aas kegiatan

pemanfistian raang, penggunasn Sumber Daya Alsm Hayati, barang.
samna atme fasijitas lenentu guna melindungi kelestarian lingkungan

alam den sosial,

Pengelolaan burung walet adalah mangkaian permbinaan habitat alami
dwn populasi burung wale! dihebitat alami dan dilvar habimt 2lemi
seperti dalam bengunan / tumsh bak sengajm stau udak sengma
diperuntukkan uniuk i .

Burung waiet adalab satwa yanp lomasuk marga collocelia yaiu
collocelie Tuchiizp hapa, collocelia maxina, soltocelia esculana dan

collocelip Sinchi.

i3 Habitel alami buring walet adalab Jingkungan tempat burung walet

1.

hidup dan berkembang secara atami.

Diluaz habitat ator burung walet ndalah lingkungan tempat burung
walet hidup den berkembang yang dipelihara dan dibudidayaken oleh
Orang atau Badan Hukum daism bangunan rumah/ gedung.
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Kawasan Jutan  Negara  adalah  Kawasan hutan dindyng, hutan
praduksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestanan alam,

Lokasi adalah sustu kawasan dengan cin khas terientu, bak daral,
udara maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem
peryanggash kehidupan pengawelen keanckeragaman jenis tumbghan
dan salwa seria pemenfamlan secam lestan sumber daya alm haypt
dun chosistcmnya

17.Kawasan suskn alam adnish kewasan dengan ciei khas ertente, baik

21,

didarat meupun diperairan yang mempunysi flungs pokek gcbagai
kawasan pengawelan keanckargeman lumbubsn dan satva yang juga
betfungsi s¢bagm wilayah sisicin penysnggah kehidupan .

Kawasan konsevas: adaleh kawasan dilingdung atau dilestankan

. Pungumen adalah senis kutipan yang dilakvkan oleh Pemenniah Dacrah

daiam mngka petnasukan uang bspgy Kas Dacrah xarena jma polayanan
peniberian izin vleh Kepala Dacrah,

. Surst Ketclapan Retribusi Dacrgh unlek selanjumya disingkat SKRD

adaiah Keputusan yang mencniukan besamya jumlah Redobusi wang
Crutany.

Swrat Sewran Retwribusi Daerab umk selanjuinya disingket SSRD
adalah surat yang digunakan eleh wapb relnbuss  untuk melakuken
peinbryaran Blau penyetoran retribusi vang teruteng e Kas Dazrah
alau empal Jan yang diteiapkan olch Kepals Daesah.

. Surat Kctetspan Retsibusi Daerah Kuwrang Bayar untuk sclanjuinys

disingkat SKRIKB adalah Kepuusan uwang memeniukan besarnya
jumlah  Retribusi yang tcrulang, jumlab kredit retnbusi, jumtah
Kekurangan pembayaran pokok reiribusi, besamys sank s adminisirasi
den jumish yang masuh hams dibayar

Sural Keictapan Retribus: Daecrah Kurang Bayesr Tambah uvntuk
sclanputnya disingkal SKRODKBT adatah Keputusan yang mencntukan
tambahan atas jumlah retnbus vang telah diteiapkan,

Sural Ketciopan Rewibusi Dacrah Lebih Bayar uwntuk  selanjuinys
disingkat SKRDLB adalsh Keputusan yarg menentukan  jumlah
kelcbihan pembayaran reiribusi kerena jumish kredit reinbusi lebih
besar dari reiribusi yony terulang ntau tidak scharusnya terutang.

. Surat Tagihan Retribusi Dacrah wniuk selanjuinya duingkst STRD

adalsh Surat unfuk melakvkan tagihen remnbusi dan aten  sanksi
administrasi berupa bunpa atau denda

Penyidik tindak pidana di bidang retribusi dDacrab adalsh scrangkaian
ticlak an  yang ditakukan olch Penyidik Pegawa Negeri Sipil yang
sclgnjuinyn discbut Penyidik, wnuk mencari serta mengum puikan
bukt yang dengan buke ity membual tcrang tmdak pudans ditidang
reirbusi Dacrah yang terjadi scna menemukan lersangkanya.



BAB 1

BANGUNAN PEMERINTA DAZR AH, KAWASAN [IUTAN
NEGARA, KAWASAN SUAKA ALAM DDAN KAWASAN
KONSER VASI

Fosul 2

(1)Banpgunan Pemerintah Daerah, Kowasan Fhtan IMegars, Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan Konservas), yang dibuni dan bersarang
pedanya burung walet pengelolaan  dan  pengusabpanniya  olch
Pemerintah Dacrah.

{2)Untuk melaksanokan ketentuan schagaimans diatur dalam pesal 2 ayal
{1} Peraturan Deerah i dileinpkan berdasarkan Keputusan Kcepala
Dac rah.

BaB 1D
KEINDAHAN XOTA
Posal 3

(1) Untuk menjaga dan memngkatkan kemdahan dan kenyamansn kola
bangunan jamai 1 dn 2 yang diperentukkan uniuk pengelolzan dan
pengusshasn sarang burung walet dianjurkan & empati, dihuni dan
atee divsahar dan wajb diperbukt sedemthian rupa dengan membual
jendela dan hiasan Jain layaknya sebagal rumah tempel tingyal.

(2)Yang dimaksud dit¢mpati, dibum dan atar diusahar schagaimana
diatur dalam posal 3 ayal (I} Peraturan Daersh ini selsin don

pengelolaan den pengusabnan sarang burung walet .

HAB 1V

CIRI-CIRL ATAU TANDA-TANDA
BANGUMNAN/ RUANGAN PERUNTUKAN

Fasal 4

{1)Ciri-ciri atay 1anda-tenda bangunan / ruangan peruniukan pengusahaan

dan pengelofaan sarang burung walet adalah schegai benkul :

4. Bangunan diperbunt dengan bertingkal |

b Diperbust lobang pngin puna sirkulasi udara yang berbeda dengan
rumah tempat ling@§ biasa.

¢. Laniai / dinding fleling ates diperbual lobang sedemikian rups
sebagai tempa! keluar masuk burung walet

d. Setisp dalam rusngan bagian atas dibuat lintangan swu berbentuk
rak dari kayy / almanium unluk 1empat bersarang walet.

¢ Tanda-iande Inin yang diperbuat guna mersngsang masuknya
burung walet ataupun bermainnya burung walet



Ta

{2) Bunyl-ounyian, tape ata kase! harus dimatikan pada saal ibadah
kematangan disekilarmya dan mmalan hari. .

{3} Ceang atay Badun yang memiiiki zin Pengelolaan da Pengusahaan
Serang Buriung Welet wajil membuat Iulisen atsu Merek schagai
berikut "Banguman uniuk Pengelolamy dm  Pengusahagn  Sarang
Burung Walet, lzin Bupsil Asshan Nomor, Tanggal dan Tahun

Penerbitan 1zin",

BAR W
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 5

(1) Setiap orang atau Baden Hukum Fublik / Prival yang aken atau 1<ial
melakukan  kegiatan atay  memperluas  kepiatan  usailm walet df
Kabupaten Asghan wajil memiliki win,

(2) Untuk memperoleh 7in sebaggimanan dimaksud pada pasal 5 ayat (1)
yang Derkepentingan harus mengajukan permohonan teriulis kepada
Kepala Daerah dislas Kertas bermeteral secukupnya .

(3) Dalam Surat permohonan terscbul larus dicanumkan dengan jelas
nama. alamat, pekerjaan, jenis usrha scrta huas ruangan/ bangunan dan
ketinggian bangunan yang dupergunakan unluk sarany burung walel.

{4) Pejabat /-Instansi / Tim yang ditetapkan dengon Keputusan Kepala
Dacrah  untuk melaksanakan Persluran  Daerah  ini  3ebekon
memproscs perizinan, harus meninjau lokasi peruntukan untuk study

kalayakan,

{5) kin hanys dapet diberiken kepads orang stay Baden hukum yang
kogiatan usahanya tidak mengganggu Kelcnicraman, ketertiban,
keschatan maupun lingkungan hidup.

(6) Objk inn adalah scmua jenis bengunan 7 cumsh / Gua yang akan
atza  tefah  duperunlukkan  sebagai  tempal  pengelolasn  dan
pengusahasn ssrang burung walel yang bemda dalam Kabupaten

Asahan,

Pasal &

(1) Taia caa dan syaret permohonan izin dan proses pendaftarsn uiang
izin pengelolzan dan pengusahaan sarang burumg walet ditetapkan oleh
Kepala Dacrali sesusi denpan ketontuan Permturan  Perundang-

undangan yang berlaku.

(2) Seliap proses permohonan izin wajb membayar biaya scbagai berikut:
8. Untuk setiap lzin Pengelolaan dan Pengusahaan atas Bangunan
veng telab bersarang didalamnys  Turung  walel dan tqtah
menghasilkan (berprodukst) sebesar Rp. 3.500.000 (Uge juia

lima ratur ribu rupiah}.



s Unluk setap lzin Pengelolsan dan Peagrisabaan ates Bepgunan
yang lclah Dberssrang didelermnve buwrung welet stlapi  Delum
menghasitkan {berprodukss) sebesar  Rp. 1.500.000.. (satu juls
fima ratus tibuy rapiahk)

¢ Unluk setgp fzin Penpelolagn dat Pengiisahaan wiss Bangunan
barl / lama vang belum bersarang d daismys burung wilel dan
diperuniukkan unuk pengclolasn dan pongusabasn satsng burung
walet scbesar Rp. | 000.000,- (salu jute rugiah)

o Linmk setiap fain Pengelolpan dan Pengusahesan pm: Gedung /
pangunsn  yang  ekan didinkan  yang  dimaksudkan  umok
penpeioiadn dan pergusa baan sarang burung walet tebelum proses
permohonat penerbitan lzin Mendinkan Bangunan (JMB) alas
nama pomohan, schelimnya wajib memilike izin pengelolaan dan
| mpuse haay  burung  walet  dengon  bimya  izin sebesar  Rp.
| #0000 - (sewy juta rupiah) :

& Unuk setiap lam Pengeloluan dan pengusshaan afat Bangunan
yag sedang diditikan / dibongun wajib memiliki iZin pengeiolaan
dan  pengusahaan  burung  walet dengan  biays sebesae Rp.
IR00 H0 0~ (3ol juls rupiah], y

(3) Persentase uwanp perangsang kepada instansi pengelols sebagaimana
dizlur daln pasal 6 ayal {2) Peraturan Dacrab ini ditetapkan dalam
Keputusan Kepala Daerah,

Pasal 7

L3

lzm sebagaimana dimaksud dufam pasal 5()) Peraturan Daemh mi hwya
berlaku lagl pemeoyang igin dan tidak dapat dipindsh tangankan kepada
grang lain atew Baden Hukum 1onps mendapst persetujuan tertulis dari
Kepela Doersh.

13A13 Wi

KETENTUAN WAKTL [ZIN DAN
KETENTUAN TANDA TERIMA

Pasdl B

{13 1zin yang dimeksud dalam pased 5 (1} Peraturan Dacah ni berlaku
selane Penpelolaan dan Pengusehaan walet tersebut mash berjalen.

(2) lem schagoimank terschl delam pasal 5 myat (1) ifl wajib daflar ulang
setiap tgbun dalém ranpka pengendalian dan pengawsasan oich Kepala
Dacrah,

) Pendafmman ulang dilakssnakan selambat-iambatnys setiap tanggal
pencrbithn win 18npa dipungat bayeran.

t4) Scren penermaan biaya izin, biaya bmlk nemu diberikan 1enda
lerime yang bemuk dan warranya ditelapken olch Kepals Daerah.



5,
el

(5) Semua pencrimaan sebagamona dimaksud dalm pesal § syst (4)
disgter ke Kos Dacrah melalwi Dinas Pendapatan Thaergh,

AR W

KETENTUAN PERUDAHAN 7 PENGALIMAN
PUNGELOLAAN DAN RENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

Fasxal ¢

(1) Sctiap memperluas banpungn  sarg burung walel wajb melapor
kepads Kepals Dacrah untuk perubahan izin.

{2) Tiop-ligp pengalthan sarang burung walet dari/ke pihak lain dikenakan
biaya sebesar Rp, 2500000, - (dua juta lima ratus ritu rupiak).

BAB VI

L]

PENCABUTAN DAN PEMBATALAN 1ZIN
Pasal 10

(hyKepsalz Dacrah dapal mencebut den membrinikan izin yang diterbitkan
apabiin

3. Kelertiban umum, keamansn, kesehatan lingkungun masyarskat
tergangEu.

b Seseorang ml@t Badan Hukum schagai pemegang izim tidek
memenuhi dan memaiuhi ketentuan yang berlaku,

c. Pemegang izin tidak membayar retribugi izin Jewst dari pada sMu
(akun,

d Lebih darf 5 (enam) bulan tein tidek dipergunakan, make izin batal
dan pemegang izin menyerahkan kembali izin  kepads Kepaln
. . Daerah,

& Memindah tangankan i kepada pihak lein tmpa persenyuan
Kepale Dacrah.

f. Apabila Pemerintah Dacral menentukait peruntuken jain terhadep
lokasi dimaksud untuk pembatigunan  ataupup  sEana  umum

lainnya.

(2} Unk menindak lanjuti pasal 10 ayat (1) horul "a" s “f" Peraturan
Dagrah ini, 1scpaia Dacrah dapal melakuknn penyegelan.



AR X
KETENTUAN PENGGANTIAN 12N
Pasal 11
Orang wry Haden Hukum yang ielah memiliki 12 dengan nama Bin
Pariispkaran Burung Layang-laysng (Walet), sctelah keluarnyn Peraturan
Dagrak i diwajibkan meéngganii izin untuk menyesusikan perizinan
Zengan Peralran Daerah ini denpgan kelentuan biaya sebsgaimansz distur

dalarm pasal 6 ayat (2) Moruf " a “"h¥c =, ¥ d” den "¢ Perawran Daerah
111,

BAB X
RETENTUAN RETRIBUS] IZIN
Pasal 12
1y Rewbus) izin adalsh pelayanan yang dibenkan ales pemberian izin

pefipclolaan dan pongusahfan sarang burveg walel sim pendaftaran
uwlanp

(27 "embayaran Retribusi dilaksanakan setiap isbm . -

Pasal 13

Sybjek Retnibusi ndalall omeng sau Badan Hukum yang mendepat dan atay
mensperalch izin pengelolsan dan pengusahaan sorang burung walet.

LAl Xl
KETENTUAN GOLONGAN RETRIBUSI
Pasol 14

Retribusi lzin pengelolasn dan pengusahaan sarang burung walet termasuk
golongan setribust petizinan tereniu,

BAR XII
DASAR PENETAPAN RETRIBUS!
Pasal 1%

Besaruyd  retribusi  schogainiana  dimaksud delm  pmal 12 Peraturan
Dacrah ini digasarkan pada perhitungan sebagn berrkut:



S

a  Untx seiap [2in Pengclolaan dap Pengusaibaan aias Bangunan yang
bersareng  didalamnya  burung  walet dm  tefah  berproduksi  /
menghasilkan  dengan  perhitungen  kurun seakio 1 (satu)  tahun
besamya retribusi yanp dibayar scbagan bevikus

- § s Ky Rp. 1.000 00
2,00 grdd Kg Rp. 2.000.000,-
4, DDs/d6 Kg Rp. 4.000.000,-
>3,005d8 Kg Rp. 6.C00.000,-
.»5,008/d 10Kg Rg. 000,000,

- 10 Kg keatas yaitu setiap kelebiban 03 Kg dikalikan Rp. 100 600,
* (Seralus ribu rupiah)

b Untuk sctap lzin Pengelolaan din Pengusahaan atas Bangunan yang
bersarang didalamnye burung walet dan defum berproduksi besaenya
reiripusi yang wajp dibayar schesar Rp 350000.- (tiga raws lima
pululs ribe rupiahy,

c. Unluk setiap izin Pengoiolsan dan Pengusab aan atas Banpunan baru /
lamn yang diperuntukkan uniuk pengelelaan dan pengusahaan sarang
burung wabet dan belum bersarang didalamaya: burunig walel besarmya
retvibusi yang wapb dibayar Rp, 256.000- (dua ratus lima puluh ribu

rupiah).

d Unlk sctisp Wkin Pengelolsan dan  Pengusahaan yang ieah
dikciunckan ats bangunan yang diperuntukian stk pengelolsan dan
pengusahaan  sarang  burung  walel dan  pembang unannyn  sedang
berlangsung besarnya  rowibusi yang wajb dibayar  Rp. 100.000,-
{seratus tibu rapiah),

L

Pasal 16
Pungulan sebagaimana dimaksud dalbm pesal 15 Peraturan Daerah ini

disetor ke Kas Taerah  melalei  Bendaharawan Penetima Dinas
Pendapataran Kebupaten Asahan,

BAR Xl
TATA CARA PE MUNGUTAN

Pasal 17

Relribusi di pungut dengan menggunakan SKRD .

BAB X1y
WILAYAH PEMLUNGUTAN
Pasal 18

Wilayah pemungutan retribusi izin pengriolsan dan pengusahasn sarang
burung walet adaleh Daerah Kabuprizn Asahan.

10



BAB XV
TaTa CARA PR MBA YARAN
*asal 19
{NTembayaran reinbus) yang terulang ians dilunasy sckahgus.

(2) Reinbusi yang terwtang dilunas) selambat-dsmbainya i5 (lima belas)
hari kerjm icthiung sejak tenggal ditesbitkannya SKRD.

(N Tuta caea pembayaran, penyeoran dan empal pembayaran reiribusi
diatur engan Kepulssan Kepala Dacrah
BAB XV

PENGURANGAN KERINGANAN
[3AN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

{1} Kcpala Dearsb dapat membenkan pengurangan, ketingmnan dan
peeibebasan retnbusi

(‘2] Tata carm pengurangan, keringan  dsv  pemebebesan  relribusi
schagaimana dimaksud pade ayal (1) ditctapian olch Kepala Dacrah

BAB, XYl
KADALUARSA
Pasal 21

Penagihan relribus, kadakwarse selelah melampaui jangks wakiu 3 (liga)

tahun terhilung sepk sanl 1erthulangnya rotrnibusi kecuali apabila wajb

retribusi mejakukan tindak pidana dibidang reinibus, kadalursa penagihan

relribusi sebagaimana dimaksud pasa iné icrangguh apabila :

o Dilerbitkan Sural legueat dau

b Adonya pengakuan huiang relribusi dan wapb reribusi baik langsung
nisupiin lidek langsung

HAB XVl

TATA CARA PENGHAPUSAN FIUTANG
RETRIBUS] YANG KADALUARSA

Pasal 22

(™utang relobus yang dak munghkin ditagib lagr kaena hek wabuk
mciakokan penagihan sudsh kadalusa dapat dthapus.

(2)Kepala Dacrah menclopkan Kepulusen penghapusan piutang relribusi
Dacrah yang sudah kadaluarsa sebagmimana dimnksud aym {I) pesal
in



BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pazal 23

{1) Sescorang atmy Badun Hukum scbogai pengelola don  pengusaha
smang burung walet yang menunda pembayaren Retribust izin sarang
burung walet Iehih 15 {lima belas) han kege samper dengan 6 (enain)
bulan dari tanggul yang tclah  dilciapken, schingga merugikan

* Keunngan Daerah diancam pidsne Kunungan paling lama 4 {empat)
bulag stay denda paling banyak 2 {dua) kel jumlab Relribusi
terulang,

{2y Scscorang alpun Baden liukun scbaga Pengelola Jdan pengusaba
sarang burung walel yang menunde pembayaas reribusi lowat dan §
{cnam) bulan sampai dengan 1 (sa1u} tabun dan tanggal yang lelah
ditetapkan schingga merugikan Kecuangan Daersh diancam pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak 4
fempat) kali reinbust terutang.

Paswi 24

Barang siape yang melekuken pelenggaran Scrhadap ketcnluan yang
tepcarium datam Peratworn Daceah ini selam Pasal i3 hurof "a,b, € dun J"
diancam hukuman dengan hukwinan kurungan psling lama & (enam) bulan
mau denda  paling banyak Rp.5.000 000- {linm juia rupiah} dengon

merampas barang ‘erleny imiuk Dacrab.
"

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIK
Pasal 25

Selxin Pejabat  Penyidik yung bertuges  menyidik  tindak pidana,
penyidikkan atms tinduk pidana schagaimana terscbul daam Peraturan
Daersh ini dapet juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pengmwas Pegawai
Negeri Sipit dilingkungan Pemerintahtn Daerah yeng pengengkatennys
ditetapkan sesusi dengan Perawran Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Dalam mclaksanakan tugas penyidikkan, maka pajabat Penyidik Pegawai
Negeri Sipil mempunyai wewentng sebagai berikuot:

a Menerima laporan aau pengaduan dari scseorang lcafang adenva

tindak pidana, . B
b Melakukan tindakkan perimma p& sl fu dilcmpat kejadian dan
melakukan pemeriksian |

c. Menyuruh  berhenti  seseorang  tersangka  dan memeriksa  tanda
pengenal dan tersangka |

d  Meclak ukan penyitaan benda dan alau surat



¢ Mengambil sldik jari dan memotrel seseorang.
£ Memeriksa ditempat ke jadian

g Mendatangkan tenage shl vang diperlukan dalam bl yang ads
hubungannya dengan pemerniksaan.

h, Mengadakan penghentian penyidikkan sewelal mendapat petunjuk dari
penyidik, bahwa tidak ierdapat cukup bukti atan perisiiwa lersebut
hukan merupakan lindak pidana dan sclinjuinya melalei penyidik
memberilabukan hal wersebut kepada Penunit Umum, tersangka atag
reliar ganyi.

i Mengadakan tindakan lain yang dianggap perlu yang menurut hukum
dapal diperlanpgung jawalkan, j

BAB XX
KETE NTUAN PENUTLUP
Pasaj 27

(1) Dengan berlakunys Peraturan Daerab ini, maks scrwa kelentuan yung
metgeiur tentang sarang burung welet dinyatakan dicabut dan tkisk
berlaky lagi. .

(2) Hal-ha! yang belum ditur dalam Peratursn Daersh ini sepanjang
mengenal pelaksansannya sk distur jebih lanjut oleh Kepale Daersh,

Pasal 28

Qrang atay Badan Hukum yang teleh stau sedang mevinkan bangunan
dan diperuntukkan scbagai Pengelolaan dan Pengusehaan Samng Bu;upg_
Walel, sclumbat-lambatiya 6 {enam) bulan sesudsh Persturan Daerah ini

diterbilkan haius telsh memitiki izin.



asal 20
Perawiias Dacral inl berlaku pata 1anggal ¢ Ung anghan
Agar soliap orang dapdl mengelahuinya, memérintabkan Pengundangan

Peraniiir: Dagruh ini detpan penempaiannys dalam Lewbaran Daerah
Kabupaien Asahan.

[Msahkae & Kisdran
Tuda tanpgal € Mei 000

BUPATI ASAHAN
Capédio

RISUDDIN

Dmnd&ngkan & Kisuran

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TARUN 2000 NOMOR 52

14



